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agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. 

(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan 
rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun. 

 

Pasal 20 

(1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.  

(2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor 
departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. 

 

BAB VI 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 

Pasal 21 

(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh 
masyarakat setempat. 

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, 
penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor 
departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil 
dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB 
kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, 
dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat. 

 

Pasal 22 

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di 
daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

 

BAB VII 

PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

 

Pasal 23 

(1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan 
pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas 
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pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum 
kerukunan umat beragama dan pendirian ruma iibadat. 

(2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota 
melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait 
di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan 
forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. 

 

Pasal 24 

(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, 
pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah 
ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan 
tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri 
Koordinator Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, 
pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah 
ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri Agama. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 
(enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu. 

 

BAB VIII 

BELANJA 

 

Pasal 25 

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama 
serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 

Negara. 

 

Pasal 26 

(1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara 
ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat 
beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi 
didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. 

(2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara 
ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat 
beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat 
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dikabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten/ kota. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 27 

(1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling 
lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan. 

(2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota 
disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan. 

 

Pasal 28 

(1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku. 

(2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah 
ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan 
lokasi. 

(3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen 
dan/ataumerniliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum 
berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi 
penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud. 

 

Pasal 29 

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib 
disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 30 

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah 
ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam 
Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh 
Pemeluk-Pemeluknyadicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 31 

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Maret 2006 

 

  MENTERI AGAMA       MENTERI DALAM NEGERI 

TTD          TTD 

MUHAMMAD M. BASYUNI              H. MOH. MA’RUF 
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